
BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PEGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun
Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Tahun 2016 tentang
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara
Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Penggeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Tenggara Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Pembentukan
Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan
Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara
tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679

12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan
anggota DRPD (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah tiga kali dirubah,terakhir dengan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah
nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler
dan keuangan pimpinan dan anggota dewan
perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502),Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Desa Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575)

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayaan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang



Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
tata cara pemberian dan pemenfaatan insentif dan
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219):

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang desa,sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara, Sebagimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan



Daerah,Sebagaimana Telah Diubah Kedua
Kali,Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 146);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumbar Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450),sebagimana diubah dengan Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450);

29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
32);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;

32. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh
Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolan Keuangan Daerah;

33. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG
PENJABABARAN PENGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN A CEH
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017 .

Pasal 1

Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :



1.Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 74.180.495.347,00
b. Dana Peribangan Rp. 813.573.101.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 566.828.136.154,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.454.581.732.501,00

2. Belanja
a.Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 334.405.399.087,00
2) Belanja Bunga Rp. 0,00
3) Belanja Subsidi Rp.                               0,00
4) Belanja Hibah Rp. 20.552.213.450,00
5) Belanja Bantuan Sosial                                Rp. 1.034,437.000,00
6) Belanja Bagi Hasil                                        Rp.                                0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Provinsi/Kabupaten,
Pemerintah Desa Rp. 351.124.473.000,00

8) Belanja Tidak Terduga                                 Rp. 12.500.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung   Rp. 1.509.999.048.097,00

b.Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 75.869.240.040,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 273.569.771.996,00
3) Belanja modal Rp. 440.943.513.524,00

Jumlah Belanja Langsung Rp. 790.382.525.560,00

Jumlah Belanja Rp.1.509.999.048.097,00
Surpuls/(Defisit) Rp.   (55.417.315.596,00)

3. Pembiayaaan
a.  Penerimaan Rp. 54.417.315.596,00
b.  Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaaan Netto Rp. 54.417.315.596,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan Rp. 2.000.000.000,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten



sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 rincian lebih lanjut dalam dalam Lampiran II Peraturan
Bupati  ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten yang
ditetapkan dengan peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Aceh Tenggara ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 04 September 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 04 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

Drs. HGANI SUHUD, MAP
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